SALINAN
NOMOR 2/2024

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang : a.

Mengingat:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

bahwa peningkatan pelayanan dan penyederhanaan proses
pelayanan kepada masyarakat merupakan upaya
mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil,
dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa untuk peningkatan pelayanan dan penyederhanaan
proses pelayanan kepada masyarakat perlu
diselenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan
batas peran, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan yang
jelas, akuntabel, bermutu, berhasil guna dan berdaya
guna;

bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian
hukum dalam pelayanan terpadu satu pintu kepada
masyarakat, maka diperlukan pengaturan tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-
kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti = Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6618);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri



19.

20.

21.

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021
tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1906);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1573);

Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor 138
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1956);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan
WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kota Malang.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.

Walikota adalah Walikota Malang.
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11.

12.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas
dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu yang menjadi kewenangan Daerah.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat
PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu
kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai
dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu
pintu.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi
setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara Pelayanan Publik.

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan
usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang tertentu.

Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas
persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau Pelaku
Usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti
legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau
sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan
informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada
Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha
dan/atau kegiatannya.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan

Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Maklumat Pelayanan  Publik adalah  pernyataan
kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan
Pelayanan Publik.

Sistem  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara
Elektronik/Online Single Submission yang selanjutnya
disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi
yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS
untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko.

Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat
PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang
diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya
disebut PTSP-el.

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri
atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau
terkait dengan informasi elektronik lainnya yang
digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi adalah Tanda
Tangan Elektronik  yang dibuat menggunakan jasa
penyelenggara sertifikasi elektronik.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara
komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan
masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas
pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari
penyelenggara.

Tim teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai
kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang
mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas
penerbitan Perizinan Berusaha dan nonperizinan.

Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP
adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan
oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta
swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya
meningkatkan  kecepatan, kemudahan, jangkauan,

kenyamanan, dan keamanan pelayanan.



21.

22.

23.

Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja
Penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingkungan
institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga
independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang
untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain
yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan
Publik.

Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut
Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap
orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang
bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian
tindakan Pelayanan Publik.

Gerai Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan dari

Organisasi Penyelenggara di MPP.

Pasal 2

Penyelenggaraan PTSP bertujuan:

a.

mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada
masyarakat;

mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah,
transparan, pasti, dan terjangkau;

mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas
kepada masyarakat; dan

meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing

daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan PTSP diselenggarakan berdasarkan asas:

o

oo a0

keterpaduan;

ekonomis;

koordinasi;

pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
akuntabilitas; dan

aksesbilitas.



Pasal 4
Sasaran penyelenggaraan PTSP yaitu terwujudnya PTSP yang
cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau,
profesional, berintegritas, dan meningkatkan hak masyarakat
untuk mendapatkan pelayanan Perizinan Berusaha dan

Nonperizinan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 5
Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini meliputi:

a. pendelegasian,;

b. penyelenggaraan;

c. pengawasan dan pengendalian;

d. pembiayaan;

e. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

f.  MPP;

g. komite percepatan; dan

h. partisipasi masyarakat dan dunia usaha.
BAB III

PENDELEGASIAN

Pasal 6

(1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan, Walikota mendelegasikan kewenangannya
kepada Kepala Dinas.

(2) Walikota mendelegasikan kewenangan kepada Kepala
Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi
urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

b. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi
urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan

wewenang kepada Walikota.



(3)

Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB IV
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan

Nonperizinan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

(1)

(1)

(2)

(3)

Pasal 8
Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan, Dinas  bertanggung jawab  secara
administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada
pada Perangkat Daerah terkait.
Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan
Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab
Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
Dinas dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
dan bentuk layanan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Bentuk layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan/atau
kelurahan;
b. gerai layanan atau outlet;
c. layanan keliling;
d. layanan antar jemput; dan/atau
e. layanan Dbersama antar PTSP provinsi dan
kabupaten/kota.
Pelayanan administrasi terpadu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, sebagai simpul layanan PTSP sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(4)

(1)

Pembinaan teknis pelayanan administrasi terpadu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan

oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Maklumat dan Standar Pelayanan

Paragraf 1
Maklumat Pelayanan Publik
Pasal 10
Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan wajib membentuk Maklumat
Pelayanan Publik Perizinan dan Nonperizinan.
Maklumat Pelayanan Publik Perizinan dan Nonperizinan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat:

a. jenis pelayanan yang disediakan;

b. syarat;

c. prosedur;

d. Dbiaya;

e. waktu;

f.  hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga

masyarakat; dan
g. penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan.
Maklumat Pelayanan Publik Perizinan dan Nonperizinan
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh kepala Daerah dan dipublikasikan

secara luas kepada masyarakat.

Paragraf 2
Standar
Pasal 11
Dinas dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan wajib menyusun, menetapkan, dan
menerapkan:
a. standar pelayanan; dan

b. standar operasional prosedur.



(2)

Komponen standar pelayanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:

a.

o

o o

oot o

[y

n.

dasar hukum;

persyaratan;

sistem, mekanisme, dan prosedur;

jangka waktu penyelesaian;

biaya/tarif;

produk pelayanan;

sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;

kompetensi Pelaksana;

pengawasan internal;

penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
jumlah Pelaksana;

jaminan pelayanan yang memberikan kepastian
pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar
pelayanan;

jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam
bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman,
bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan

evaluasi kinerja Pelaksana.

Komponen standar operasional prosedur sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.
b.

o o

5o

= R T

N

°©

nomor standar operasional prosedur;
tanggal pembuatan;

tanggal revisi;

tanggal pengesahan;

disahkan oleh;

nama standar operasional prosedur;
dasar hukum;

kualifikasi Pelaksana;

keterkaitan;

peralatan dan perlengkapan;
peringatan;

pencatatan dan pendataan;

uraian prosedur;

Pelaksana;

kelengkapan;



(1)

(2)

p. waktu; dan

q. output.

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Dinas.

Paragraf 3
Biaya dan Retribusi

Pasal 12
Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh
Dinas tidak dipungut biaya.
Dalam hal suatu Perizinan dan Nonperizinan yang
dikenakan retribusi daerah, besarannya dihitung dan
ditetapkan oleh pejabat Perangkat Daerah terkait yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan, Dinas tidak dibebani target penerimaan
retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Dalam hal pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha
menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah,
Pemerintah Pusat memberikan dukungan insentif kepada
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Paragraf 4
Penyederhanaan Jenis dan Prosedur

Pasal 13

Penyelenggaraan PTSP di Daerah dapat dilakukan

penyederhanaan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan

daya saing Daerah yang meliputi:

a.

b.

jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan/atau

prosedur pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.



Pasal 14

(1) Penyederhanaan  jenis pelayanan  Perizinan dan
Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf a, dilakukan dengan cara:
a. paket paralel Perizinan dan Nonperizinan; dan
b. menyatukan beberapa jenis perizinan yang sama

menjadi satu izin.

(2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibagi berdasarkan jenis:
a. usaha; dan

b. non usaha.

Pasal 15
Penyederhanaan prosedur Perizinan dan Nonperizinan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan
dengan cara:
a. mengintegrasikan pelayanan dengan pihak lain yang
terkait dengan peningkatan kualitas layanan publik;
b. mengintegrasikan pelayanan antara daerah provinsi
dengan kabupaten/kota;
c. menyatukan tempat penyelenggaraan layanan; dan

mengurangi persyaratan Perizinan dan Nonperizinan.

Paragraf 5
Manajemen Pelayanan

Pasal 16
(1) Dinas dalam penyelenggaraan PTSP menerapkan
manajemen Pelayanan.
(2) Manajemen Pelayanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. pelaksanaan pelayanan;

b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
c. pengelolaan informasi;

d. pengawasan internal;

e. penyuluhan kepada masyarakat; dan
f.  pelayanan konsultasi.



(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Manajemen Pelayanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Secara Elektronik

Paragraf 1
Tujuan dan Ruang Lingkup PSE

Pasal 17
Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan menggunakan PSE.
PSE bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas
kepada masyarakat wuntuk memperoleh pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan yang lebih mudah, cepat, tepat,
efisien, transparan, dan akuntabel.
Pelaksanaan PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melalui PTSP-el.
Dinas dalam melaksanakan PTSP-el sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan sistem

elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab.

Pasal 18
Ruang lingkup PTSP-el terdiri atas:
a. subsistem pelayanan informasi;
b. subsistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
c. subsistem pendukung.
Subsistem Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a menyediakan jenis informasi paling
sedikit terdiri atas:
a. panduan Perizinan dan Nonperizinan;
b. direktori PTSP Daerah;
c. data realisasi penerbitan Perizinan dan Nonperizinan
yang disediakan untuk publik;
d. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran
posisi dokumen pada setiap proses, biaya retribusi,

dan waktu pelayanan;



(3)

(4)

7

tata cara layanan pengaduan Perizinan dan
Nonperizinan;

Peraturan Perundang-undangan di bidang PTSP;
pelayanan informasi publik kepada masyarakat; dan
data referensi yang digunakan dalam pelayanan

Perizinan dan Nonperizinan.

Subsistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit

terdiri atas sistem elektronik yang menyediakan layanan:

a.

Perizinan dan  Nonperizinan sesuai tahapan
pelayanan;

integrasi dengan pihak lain yang terkait;

penelusuran proses penerbitan Perizinan dan
Nonperizinan (Online Tracking System); dan
penerbitan dokumen izin dan nonizin dapat berwujud
kertas yang ditandatangani secara manual dibubuhi
stempel basah, atau secara elektronik yang memiliki

Tanda Tangan Elektronik.

Subsistem Pendukung sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas sistem elektronik:

a.
b.

C.

5o

pengaturan administrasi jaringan elektronik;
pengaturan administrasi basis data;

pengaturan keamanan informasi dan jaringan
elektronik;

bantuan permasalahan aplikasi untuk petugas
pelayanan;

pelayanan konsultasi;

pelaporan perkembangan penerbitan izin dan nonizin;
catatan sistem elektronik;

jejak audit atas seluruh kegiatan dalam pelayanan
Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;

cadangan sistem elektronik dan basis data secara
berkala; dan

pusat pemulihan bencana.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

Paragraf 2
Hak Akses

Pasal 19
PTSP-el dapat diakses dengan menggunakan hak akses
atau tanpa menggunakan hak akses.
Pelayanan Informasi dapat diakses oleh pengguna tanpa
menggunakan hak akses.
Subsistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan
Subsistem Pendukung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (4) dapat diakses oleh pengguna dengan
menggunakan hak akses.
Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan
kepada Kepala Dinas, petugas pelayanan, pemohon
Perizinan dan Nonperizinan, dan pegawai instansi lain
sesuai dengan kewenangan.
Tata cara pemberian hak akses sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala Dinas dalam bentuk

petunjuk teknis.

Pasal 20
Pemilik hak akses sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (4), wajib menjaga keamanan hak akses dan
kerahasiaan kode akses yang dimilikinya.
Penyalahgunaan dan/atau pemindahtanganan hak akses

oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik hak akses.

Paragraf 3
Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik

Pasal 21
Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan
akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan
meliputi:
a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait
hanya kepada penandatangan;
b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat

proses penandatanganan elektronik hanya berada



(2)

(3)

dalam kuasa penandatangan;

c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik
yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat
diketahui;

d. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang
terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut
setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk
mengidentifikasi siapa penandatangannya; dan

f.  terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa
penandatangan telah ~—memberikan persetujuan
terhadap informasi elektronik yang terkait.

Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi

persyaratan meliputi:

a. laman/website @ PSE menggunakan sertifikat
elektronik atau Secure Socet Layer,

b. penyelenggara dan pemohon wajib memiliki sertifikat
elektronik;

c. penerimaan permohonan dan persyaratan Perizinan
dan Nonperizinan dalam bentuk elektronik;

d. dokumen izin dan nonizin diterbitkan dalam bentuk
dokumen elektronik dengan format PDF/Portable
Document Format;

e. seluruh proses penerbitan dokumen izin dan nonizin
melalui transaksi elektronik yang menggunakan
Tanda Tangan Elektronik;

f. tidak memberikan keterangan atau notifikasi dalam
bentuk kertas;

g. penyerahan dokumen izin dan nonizin secara
elektronik; dan

h. arsip digital.

Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi

Elektronik Tersertifikasi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Sertifikat elektronik bagi pemohon layanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diperoleh pada loket
khusus PTSP setempat.

Tanda Tangan Elektronik yang tersertifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disebut tanda tangan digital atau

digital signature.

Pasal 22

Dokumen elektronik dan transaksi elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d
dan huruf e yang dibubuhi Tanda Tangan Elektronik
memiliki kekuatan hukum yang sah.

Proses pembubuhan tanda tangan digital pada dokumen
elektronik dan transaksi elektronik tidak dibatasi oleh
tempat dan waktu penandatanganan.

Pembubuhan tanda tangan elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan waktu yang
mengacu pada waktu server milik Penyelenggara Sertifikasi

Elektronik.

Pasal 23
Dokumen izin dan non izin elektronik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dapat diverifikasi
melalui laman PTSP atau aplikasi yang dibuat khusus
untuk melakukan verifikasi.
Tanda tangan digital pada transaksi elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e
dapat diverifikasi melalui layanan otoritas validasi pada
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
Dokumen izin dan nonizin elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang dibubuhi tanda tangan digital
yang valid merupakan dokumen otentik.
Hasil cetak dokumen izin dan nonizin elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salinan dari
dokumen otentik.
Autentifikasi Dokumen Elektronik dapat diverifikasi
melalui pemindaian kode respon cepat dalam hal sesuai

dengan kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan



peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia

Pasal 24

Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia penyelenggara

fungsi PTSP pada Dinas dilakukan secara proporsional untuk

mencapai tujuan dan sasaran PTSP.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 25
Sumber daya manusia yang ditugaskan pada PTSP harus
memiliki keahlian dan kompetensi dibidangnya.
Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditingkatkan melalui pendidikan formal, pendidikan dan
pelatihan secara berkala.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan, Dinas dapat menggunakan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja dan tenaga ahli
pendamping.
Mutasi pegawai pelayanan penyelenggaraan Perizinan dan
Nonperizinan dapat dilakukan setelah mendapatkan
rekomendasi dari Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam rangka efektivitas dan percepatan pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan, Tim Teknis dari Perangkat
Daerah terkait dapat ditempatkan dan berkantor di Dinas
berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan yang
diajukan oleh Kepala Dinas.

Ketentuan mengenai penempatan Tim Teknis dari
Perangkat Daerah terkait yang ditempatkan dan berkantor
di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Walikota.



Pasal 27

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaaran
pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Walikota memberikan
tunjangan khusus kepada penyelenggara dan tim teknis sesuai

dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima
Etika Pelayanan
Pasal 28
(1) Dalam Penyelenggaraan PTSP wajib diterapkan etika
pelayanan.
(2) Etika pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan sikap aparatur penyelenggara dalam

pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Pasal 29

(1) Etika pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

meliputi:

a. disiplin;

b. cepat;

c. tegas;

d. sopan;

e. ramah dan simpatik;

f.  adil/tidak diskriminatif;

g. terbuka dan jujur;

h. loyal;

i. sabar;

j-  kepatuhan;
k. teladan;
1. komunikatif;
m. Kkreatif;
n. bertanggung jawab; dan
o. obyektif.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika pelayanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Walikota.



(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Bagian Keenam
Survei Kepuasan Masyarakat
Pasal 30

Dinas melakukan Survei Kepuasan Masyarakat untuk
mengukur mutu dan kualitas pelayanan kepada
masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara periodik paling sedikit
1 (satu) kali dalam setahun.

Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan melalui survei internal dan/atau

eksternal.

Bagian Ketujuh
Inovasi

Pasal 31
Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi untuk
meningkatkan kinerja penyelenggaraan PTSP sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan PTSP.
Jenis, prosedur dan metode Penyelenggaraan PTSP yang

bersifat inovatif ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan
Forum Komunikasi PTSP

Pasal 32
Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan PTSP
dapat membentuk forum komunikasi antara Pemerintah
Daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan
terkait.
Keanggotaan forum komunikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
a. PTSP;
b. perwakilan asosiasi penerima layanan;
c. ombudsman; dan

d. unsur lainnya yang terkait.



(3)

(4)

(3)

Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai fungsi paling sedikit:

a. menyelesaikan permasalahan Perizinan dan
Nonperizinan;

b. melakukan evaluasi Penyelenggaraan PTSP; dan

c. memberikan rekomendasi kepada Walikota.

Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibentuk dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kesembilan
Pelaporan

Pasal 33
Walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan PTSP
kepada Gubernur secara periodik setiap triwulan.
Laporan penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. kelembagaan dan struktur organisasi Dinas;
b. pendelegasian kewenangan;
c. sumber daya manusia;
d. sarana dan prasarana;
e. Maklumat Pelayanan Publik, standar Pelayanan, dan

standar operasional prosedur;

f.  Survei Kepuasan Masyarakat;

g. pengelolaan pengaduan;

h. inovasi layanan;

i.  penyelenggaraan penyuluhan;

j.  penyederhanaan jenis dan prosedur;

k. pemberian insentif dan kemudahan penanaman
modal;

l.  jumlah izin dan nonizin yang diterbitkan;

m. rencana dan realisasi investasi; dan

n. kendala dan solusi.

Khusus pelaporan jumlah izin dan nonizin sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf | dilaporkan setiap bulan

paling lambat pada minggu kedua bulan berikutnya.



(4) Laporan  penyelenggaraan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan secara manual

dan/atau elektronik.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34
(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap Perizinan dan
Nonperizinan dilakukan secara terkoordinasi antara Dinas
dan  Perangkat Daerah  terkait sesuai dengan
kewenangannya.
(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. kesesuaian usaha dan/atau kegiatan dengan
Perizinan yang diterbitkan; dan
b. kepatuhan penerima izin dalam pengelolaan dampak
kegiatan.
(3) Pengawasan dan pengendalian terhadap Perizinan dan
Nonperizinan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 35
Biaya penyelenggaraan PTSP dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan

untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan

berusaha, melalui:

a.

pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih
efektif dan sederhana; dan

Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur,
dan dapat dipertanggungiawabkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha

wajib memenubhi:

a.

b.

(1)

(2)

(1)

persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 38

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi kesesuaian
kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan,
persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.

Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur
dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata

ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 39
Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi sektor:
a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian;
c. lingkungan hidup dan kehutanan;

d. energi dan sumber daya mineral;



(2)

(4)

perindustrian;
perdagangan;

pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

5ot o

transportasi;

[S—ey

kesehatan, obat dan makanan;

j.  pendidikan dan kebudayaan;

k. pariwisata;

l.  keagamaan;

m. pos,telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan
transaksi elektronik;

n. pertahanan dan keamanan; dan

o. ketenagakerjaan.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan
penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan
usaha meliputi usaha mikro, kecil, dan menengah
dan/atau usaha besar.
Penetapan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko.
Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
dilakukan secara transparan, akuntabel, dan
mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data
dan/atau penilaian profesional.
Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menentukan jenis Perizinan Berusaha.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha Dalam Pengawasan

(1)

(2)

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 41
Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan
pengawasan.
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:



(3)

(4)

(1)
(2)

(1)
(2)

(3)

a. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan
kegiatan usaha; dan
b. menyampaikan pengaduan masyarakat secara:
1. langsung kepada Pemerintah Daerah; atau
2. tidak langsung yang disampaikan secara:
a) tertulis kepada Pemerintah Daerah; atau
b) elektronik melalui Sistem OSS atau saluran
pengaduan yang disediakan.
Pelaku Usaha dapat melakukan pengaduan terhadap
Pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan
Pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah
ini.
Pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan
Pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini
diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan

perundang-undangan.

BAB VIII
MPP

Pasal 42
Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan MPP.
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat menyediakan pelayanan:
a. pada beberapa tempat sesuai kebutuhan; dan/atau
b. bersifat lintas kabupaten/kota yang diselenggarakan
oleh MPP kabupaten/kota yang lain.

Pasal 43
Penyelenggara MPP yaitu Dinas secara ex-officio.
Penyelenggara MPP mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan
fasilitas pada Gerai Pelayanan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Penyelenggara MPP menyelenggarakan fungsi:
a. penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang

pelayanan;

b. penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam



(4)

(3)

penyelenggaraan MPP;

c. pengoordinasian ketersediaan Standar Pelayanan bagi
keseluruhan pelayanan dalam MPP;

d. penjaminan kualitas pelayanan dalam MPP sesuai
dengan Standar Pelayanan;

e. penyediaan tata tertib;

f.  penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan
penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi
atau terhubung dengan sistem  pengelolaan
pengaduan Pelayanan Publik nasional dalam
penyelenggaraan MPP; dan

g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan

fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 44

Standar dan mekanisme penyelenggaraan MPP paling

sedikit meliputi:

a. penempatan Pelaksana yang merupakan perwakilan
Organisasi Penyelenggara pada MPP dan
dikoordinasikan dengan Penyelenggara MPP;

b. pengaturan kehadiran Pelaksana pada MPP diatur
berdasarkan penjadwalan atau undangan yang
ditetapkan oleh Penyelenggara MPP;

c. penataan proses bisnis dan digitalisasi diantara Gerai
Pelayanan di MPP; dan

d. peningkatan kompetensi Pelaksana untuk menjamin
kualitas pelayanan di MPP.

Penyusunan dan pelaksanaan standar dan mekanisme

penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada  ayat

(1) melalui koordinasi antara Penyelenggara MPP dengan

Organisasi Penyelenggara di MPP.

Organisasi Penyelenggara wajib menempatkan

pelayanannya dalam MPP sesuai kebutuhan dan kondisi

daerah.



(4)

(1)

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan mekanisme

penyelenggaraan MPP diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 45
Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan
fungsi:
a. Penyelenggara MPP dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja daerah; dan
b. pada Gerai Pelayanan menjadi tanggung jawab
Organisasi Penyelenggara.
Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pendanaan penyelenggaraan MPP dapat bersumber dari
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.

ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko yang diatur dalam Peraturan Daerah ini
dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan
Berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum
Peraturan Daerah ini berlaku termasuk persyaratan-
persyaratan yang telah dipenuhi, kecuali ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini lebih menguntungkan bagi Pelaku
Usaha;

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha
namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini
berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

Pelaku Usaha yang telah memperoleh hak akses sebelum
berlakunya Peraturan Daerah ini melakukan pembaruan
data hak akses pada Sistem OSS; dan

atas pembaruan data hak akses sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, Sistem OSS memberikan notifikasi kepada

Pelaku Usaha melalui surat elektronik yang didaftarkan.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47
Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan
paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini

diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 19 Juni 2024
Pj. WALIKOTA MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Diundangkan di Malang
pada tanggal 19 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ERIK SETYO SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2024 NOMOR 3

REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR : 38-2/2024

Salinan sesuai depgan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

r. SUPARNO, S.H., M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19681112 199102 1 002




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
[. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain
adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi
kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang
mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam
rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas
barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini dapat menyelenggarakan sistem
pelayanan terpadu. Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan proses
pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan
secara terintegrasi dalam satu tempat baik secara fisik maupun virtual sesuai
dengan Standar Pelayanan. Sistem pelayanan terpadu secara fisik dapat
dilaksanakan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu dan atau sistem
pelayanan terpadu satu atap. Sedangkan untuk pelayanan terpadu secara
virtual merupakan sistem pelayanan yang dilakukan dengan memadukan
pelayanan secara elektronik.

Kualitas pelayanan publik masih menjadi perhatian bagi masyarakat Kota
Malang. Pelayanan publik di Kota Malang hingga saat ini dinilai masih belum
memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang mencerminkan
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini kemudian menjadi hambatan
bagi Pemerintah Daerah Kota Malang untuk mencapai kemudahan investasi di
Kota Malang. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan
melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Malang dengan
membentuk sebuah peraturan daerah yang menjadi regulasi pelaksana bagi

Perangkat Daerah pelaksana penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu



dengan berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Huruf a
Persyaratan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan
langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap
memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk
pelayanan umum yang diberikan.
Huruf b
Besarnya tarif yang dikenakan biaya pelayanan harus ditetapkan
secara wajar dengan memperhatikan nilai barang atau jasa pelayanan
masyarakat dan tidak menuntut biaya yang terlalu tinggi di luar
kewajaran, kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar dan
mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Huruf c
Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemmapuan pemberi dan
penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisensi dan
efektifitas.
Huruf d
Pelayanan terpadu satu pintu dalam kegiatan penyelenggaraan suatu
perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau
pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki
kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya
dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya
dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
Huruf e
Pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Huruf f

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah

dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi



telekomunikasi dan informatika.

Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas
Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14

Cukup Jelas
Pasal 15

Cukup Jelas
Pasal 16

Cukup Jelas
Pasal 17

Cukup Jelas
Pasal 18

Cukup Jelas
Pasal 19

Cukup Jelas
Pasal 20

Cukup Jelas
Pasal 21

Cukup Jelas



Pasal 22

Cukup Jelas
Pasal 23

Cukup Jelas
Pasal 24

Cukup Jelas
Pasal 25

Cukup Jelas
Pasal 26

Cukup Jelas
Pasal 27

Cukup Jelas
Pasal 28

Cukup Jelas
Pasal 29

Cukup Jelas
Pasal 30

Cukup Jelas
Pasal 31

Cukup Jelas
Pasal 32

Cukup Jelas
Pasal 33

Cukup Jelas
Pasal 34

Cukup Jelas
Pasal 35

Cukup Jelas
Pasal 36

Cukup Jelas
Pasal 37

Cukup Jelas
Pasal 38

Cukup Jelas
Pasal 39

Cukup Jelas



Pasal 40

Cukup Jelas
Pasal 41

Cukup Jelas
Pasal 42

Cukup Jelas
Pasal 43

Cukup Jelas
Pasal 44

Cukup Jelas
Pasal 45

Cukup Jelas
Pasal 46

Cukup Jelas
Pasal 47

Cukup Jelas
Pasal 48

Cukup Jelas
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